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PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA DAN RINCIAN TUGAS JABATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu menetapkan tugas,
fungsi, tata kerja dan rincian tugas jabatan Badan
Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota
Tebing Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas
Jabatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kota Tebing Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang . Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);




Menetapkan

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa Kkali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing
Tinggi;

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI, TATA

KERJA DAN RINCIAN TUGAS JABATAN BADAN PENGELOLA
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA TEBING
TINGGI.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.




10.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing
Tinggi.

Badan adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Kota Tebing Tinggi.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi.

Pemimpin Satuan Organisasi adalah pemangku jabatan
struktural.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang .selanjutnya disingkat
UPTB adalah Pelaksana sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai
dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran
tugas Badan.

Rincian Tugas Jabatan adalah uraian pelaksanaan tugas
dan fungsi jabatan struktural yang terendah sebagai
penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing
Tinggi.

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

(1)

Pasal 2

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan

keuangan, pendapatan dan aset, dipimpin oleh Kepala

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

mempunyai tugas membantu Walikota dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan

keuangan, pendapatan dan aset.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
keuangan, pendapatan dan aset;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan
keuangan, pendapatan dan aset;



(4)

d. pembinaan teknis penyelenggaraan Iungsi-iuiisst
penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan, membawahkan:

a. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
b. Bidang Pendapatan, membawahkan:
1. Sub Bidang Pajak Daerah;
2. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
3. Sub Bidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan
Lainnya.

c. Bidang Administrasi Belanja, membawahkan:

1. Sub Bidang Anggaran;
9. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
3. Sub Bidang Urusan Kas Daerah.

d. Bidang Administrasi Aset Daerah, membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset;
2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset;

dan

3. Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi Aset.

e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
1. Sub Bidang Pembukuan;
25, Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

f. Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), membawahkan:

1. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian,;

2. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data dan
Informasi; dan

3. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan.

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Badan.
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Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di
bidang pengelolaan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja bidang
kesekretariatan;

b. pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum,
keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan,
kerumahtanggaan, perencanaan dan perundang-
undangan; ,

c. pengoordinasian penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

d. pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan
administratif lingkup Badan;
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(3)

(1)

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 4

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang
umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja bidang
umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan,
kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan
perundang-undangan;

C. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian; dan :

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang
perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai fungsi:

4. penyusunan rencana dan program kerja bidang
perencanaan dan keuangan;

b. pengoordinasian penyiapan  bahan penyusunan
peréncanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis
serta pelaporan;

C. penyiapan bahan peényusunan kebijakan bidang
peréncanaan, monitoring dan evaluasi;

d. pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran
badan;

€. pelayanan di bidang keuangan;

f.  pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan; dan

g  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian +idale

L N



(1)

(2)

Bagian Ketiga
Bidang Pendapatan
Pasal 6

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi
Badan di bidang pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang
pendapatan;

b. penyiapan bahan pemberian  dukungan atas
penyelenggaraan  pemerintahan daerah  bidang
pendapatan;

c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan
pendapatan;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

€. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan, membawahkan:

a. Sub Bidang Pajak Daerah:

b. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan

c. Sub Bidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lainnya.

Pasal 7

Sub Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian fungsi Bidang Pendapatan di bidang pajak
daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis bidang pajak daerah;

pelaksanaan kegiatan pajak daerah;

pelaksanaan pelaporan kegiatan pajak daerah; dan
pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Ao o

Pasal 8

Sub Bidang Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian fungsi Bidang Pendapatan di bidang retribusi

daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bidang Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis bidang retribusi daerah;

b. pelaksanaan kegiatan retribusi daerah;

C. pelaksanaan pelaporan kegiatan retribusi daerah- dan



d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

(1) Sub Bidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lainnya
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang
Pendapatan di bidang dana bagi hasil dan pendapatan
lainnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan
Lainnya mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis bidang dana bagi hasil dan
pendapatan lainaya:

b. pelaksanaan kegiatan dana bagi hasil dan pendapatan
lainnya;

C. pelaksanaan pelaporan kegiatan dana bagi hasil dan
pendapatan lainnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Dana Bagi Hasil
dan Pendapatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Bidang Administrasi Belanja
Pasal 10

(1) Bidang Administrasi Belanja dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
fungsi Badan di bidang administrasi belanja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Administrasi Belanja mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang
administrasi belanja;

b. penyiapan bahan pemberian  dukungan atas
penyelenggaraan  pemerintahan daerah  bidang
administrasi belanja;

Cc. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan
administrasi belanja;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

€. pelaksanaan.tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Administrasi Belanja, membawahkan:

a. Sub Bidang Anggaran;

b. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
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Pasal 11

Sub Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
fungsi Bidang Administrasi Belanja di bidang anggaran.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis bidang anggaran;

pelaksanaan kegiatan anggaran;

pelaksanaan pelaporan kegiatan anggaran; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Administrasi Belanja sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

po o

Pasal 12

Sub Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian fungsi Bidang Administrasi Belanja di bidang
perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis bidang perbendaharaan;

pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;

pelaksanaan pelaporan kegiatan perbendaharaan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Administrasi Belanja sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Ao o

Pasal 13

Sub Bidang Urusan Kas Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian fungsi Bidang Administrasi Belanja di bidang

urusan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bidang Urusan Kas Daerah mempuiiyai

fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis bidang urusan kas daerah;

b. pelaksanaan kegiatan urusan kas daerah;

¢. pelaksanaan pelaporan kegiatan urusan kas daerah;

dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Administrasi Belanja sesuai dengan tugas dan
fungsinva.



(3)

Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Urusan Kas
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Bidang Administrasi Aset Daerah
Pasal 14

Bidang Administrasi Aset Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian fungsi Badan di bidang administrasi aset daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Administrasi Aset Daerah mempunyai
fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang
administrasi aset daerah;

b. penyiapan bahan pemberian dukungan atas
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah bidang
administrasi aset daerah;

c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan
administrasi aset daerah;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

€. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Administrasi Aset Daerah, membawahkan:

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset;

b. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset;
dan

c. Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi Aset.

Pasal 15

Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai. tugas
melaksanakan sebagian fungsi Bidang Administrasi Aset
Daerah di bidang perencanaan dan pengamanan aset.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset
mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis bidang perencanaan dan
pengamanan aset;

b. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengamanan
aset;

C. pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan dan
pengamanan aset; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Administrasi Aset Daerah sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Perencanaan

dan Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



(1)

Pasal 16

Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset
dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimang dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian
Aset mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan  teknis bidang bPenatausahaan dan
pengendalian aset;

b. pelaksanaan kegiatan - penatausahaan dan
pengendalian aset;

C. pelaksanaan pelaporan kegiatan penatausahaan dan
pengendalian aset; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

a. pengumpulan dan péngolahan bahan pPerumusan
kebijakan  teknis idang penghapusan  dan
optimalisasi aset;

b. pelaksanaan kegiatan penghapusan dan optimalisasi
aset;

C. pelaksanaan pelaporan kegiatan penghapusan dan
optimalisasi aset; dan

d. pelaksanaan tugas lain Yang diberikan oleh Kepala
Bidang Administrasi Aset Daerah sesuaj dengan tugas
dan fungsinya.

Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Penghapusan

dan Optimalisasi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan darj Peraturan Walikotg ini,

Bagian Keenam
Bidang Akuntansi
Pasal 18

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi
Badan di bidang akiin+ana:



(2)

(1)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang
akuntansi;

b. penyiapan bahan pemberian dukungan atas
penyelenggaraan  pemerintahan daerah bidang
akuntansi;

C. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan akuntansi;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

€. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi, membawahkan:

a. Sub Bidang Pembukuan;

b. Sub Bidang Pengolahan:Data dan Informasi; dan

€. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 19

Sub Bidang Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian

fungsi Bidang Akuntansi di bidang pembukuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bidang Pembukuan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis bidang pembukuan;

b. pelaksanaan kegiatan pembukuan;

C. pelaksanaan pelaporan kegiatan pembukuan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Pembukuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Akuntansi di bidang
pengolahan data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bidang Pengolahan Data dan Informas;j

mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis bidang pengolahan data dan
informasi;

b. pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan informasi;

€. pelaksanaan pelaporan kegiatan pengolahan data dan
informasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan

Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

fd
b3




(1)

(2)

Pasal 21

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang meémpunyai tugas melaksanakan

sebagian fungsi Bidang Akuntansi dj bidang evaluasi dan

pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bidang Evaluasj dan Pelaporan mempunyai

fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis bidang evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan;

C. pelaksanaan pelaporan kegiatan evaluasi dan
pelaporan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang  merupakan bagian  tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 22

a. penyiapan bahan berumusan kebijakan teknis bidang
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

b.  penyiapan bahan  pemberian dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan  daerah bidang
Pelayanan Pajak Bumj dan Bangunan (PBB) dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

C. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pelayanan
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea

Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

membawahkan: '

a. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian;

b. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data dan
Informasi; dan

C. Sub Bidang Penagihan dam Daw .
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(2)

Pasal 23

Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian dipimpin
oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyaji tugas
melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bidang pelayanan,
pendataan dan benilaian,
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian
mempunyai fungsi:
a. pengumpulan dan bengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis. bidang pelayanan, pendataan dan
penilaian;

penilaian;
C.  pelaksanaan pelaporan kegiatan pelayanan,
pendataan dan penilaian; dan

ayat (1), Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data dan

Informasi meémpunyai fungsi:

a.  pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis bidang pénetapan dan pengelolaan
data dan informasi;

b. pelaksanaan kegiatan benetapan dan pengelolaan
data dan informasi;

C. pelaksanaan pelaporan kegiatan penetapan dan
pengelolaan data dan informasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikotg ini.
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Pasal 25

Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bidang penagihan dan

penerimaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan

mempunyai fungsi: ;

a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis bidang penagihan dan penerimaan;

b. pelaksanaan kegiatan penagihan dan penerimaan;

C. pelaksanaan pelaporan kegiatan penagihan dan
penerimaan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rineian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Penagihan dan

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai  tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit
organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta
dengan Instansi lain di luar pemerinfah Aacrcl o . s



Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin
dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat
pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannaya wajib  diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan
organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib
mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 28

Sekretaris mewakili Kepala Badan dalam hal Kepala Badan
berhalangan menjalankan tugas.

Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan
menunjuk salah  seorang Kepala Bidang untuk
mewakilinya dengan memperhatikan senioritas
kepangkatan dan/atau sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kepegawaian
Pasal 29

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan dan para
pejabat pada Badan dilakukan oleh Walikota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan bertanggung jawab dalam hal perencanaan
pengelolaan dan pembinaan kepegawaian pada Badan.
Kepala Badan dan/atau para pejabat pada Badan wajib
membuat Penilaian Prestasi Kerja atau Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya setahun sekali
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Badan wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan
pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas,
Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas
Pendapatan Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing
Tinggi Tahun 2009 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
Pasal 31
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 3 Januari 2017

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.
JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 24




